
Linglrungan Propinsi Jawa Tengah;
Daerah-Deerah dalamKabupatenPe=bcntukan

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ~I:iA
~UPATI GROBOGAN,

a. bahwa untuk me.Jaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 len tang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikaei Cabang Dinas dan

Unit Pe1aksana Teknis Daerah, pe-lu merubah Pcraturan

Oupati Orobogan Nomor 58 Tahun 20.6 lentang
Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,

Uraian TUgas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Grobogan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl
dalam huruf a eli atas, perlu menetapkail Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Pemturan Bupati Grobogan Nomor

58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasr,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Merumbang

•

•
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGASPOKOK,

FUNGS!, URAIAN TUGAS JABATM-I DAN TATA KER.JA

DLNASLINGI.'UNGAN HmUP KABUPATEN GROBOCAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURA.'1 BUPA1'J GROBOGAN
NOMOR 24 TAHUN 20:8

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWATENGAH

,

•



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahsn Lembarar,
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemeriniah Nornor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah fLemharan Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 11,4, Trunbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Neg"'ra
Republik Indonesia Tahun 20 L7 Nornor451};

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Su&UllanPerangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor- 15, Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 15);

rentang
Republik

Undang-lJndang Nornor 23 Tahun 2014
Pemerintaban Daerab (Lernbaran Negara

Negara Republik Indonesia Nemor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-lJndang
Nomor 9 Tabun 2015 terrtang Pcrubahan Kedua Atas•

tentang
Republ:ik

Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pe.merintahan Daerah ll-ernbaran Negara

fndonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'i'ambahan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indooe31a 'rabun 2011 Nomor 82,
Tambahan ~mbaran Negara Republik Indonesia NOMOR
5834);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

$ipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rabun
2014 Nornor 6, Tambaban Lembaran Negarn.Republik
IndonesiaNomor 5494);

-2-



•Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

8. Kepala UPTD adalah KepaIa UPiD di lingkungan Dinas

t, Ucit Pelaksana Tekms Daerah yang selanjutnya disingkat
UYI'D adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

5. Kepaia Dinas adaJah Kepala Dinas Lingkungan Hidup
I(AbupaCenGrobogan.

5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjucnya disebut Dlnas
adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Grobogan.

3. Bupati adalah Bupati Crobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

pc::nyelenggara pemerintahan daerah yang mernirnpin
pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

1. Ketentuan Pasal I diubab &ehinggJlbcrbunyi sebagai berlkut :

Pasal )

1. Daerah adaLahKabupaten Grobogan.

Beberapn ke:entuan dalam Peraruran Bupati Orobogan Nomor 58
Tahun 2016 reruang Kedudukan, Susunan Orgarusasi, Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas .Jabatarr dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupajen Grobogan (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 58) diubah sebagai

• berikut:

Pasal l

PERATURANBUPATI GROBOGAN NOMOR 58 'fAHUN 2016

TENTANG KED UDUKAN , SUSUNAN ORGANISAS!, TUGAS

POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

DINAS LrNGKUNGAN HlDUP KABUPATEN GROBOGAN

AiASPERUBAHANBUPATl TEN'J'Ai'ICMenetapkan . PERATURAN

MEMUTUSKAN :

,
-3-



b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalaban dan peraturan perundang-undangan;

a. menyusun reneana dan program kegiatan Subbagian

Umum berdaearkan nasi! evaluasi kcgiatan tahun

scbclumnya dan peraturan per uudang-undangan;

(2) Kepala Subhagian Umum dalam melaksanakan rugaE:

pokok sebagaimana dlmaksud pada ::tyal (I), mc:mpunyai
uraian tugas jabatan:

[1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan,
pengoordinasian, pembinaan. pengendalian. pengeiolaan
dAn pemberian bimbingan di bidarsg admiriietraei umu=,

sumt-menyurat, kcpegawaian, hubungan masyarakar,
sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah
tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan

ketatalaksanaan.

Pa~al8
•

2. Ketenruau ayal (21 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyt sebagai

benlrut:

..
•keahliannya.

1\).KelompokJalJalan Fungsional 'rertentu ada!ah kumpulen
jabatan Iungsional tertentu yang terdiri dan sejumlah
tenaga ahIi dalam jenjang jabatan Iungsional tertenru
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

9. Jabatan ~~si.ona\ 1'e.rt.E'.nruad.1'Ilah 'keo.'I.\d.u\tan 'JanQ,

men'l.\nl'-\ka.n t\l.gae. \an~ng lawa.b, 'Wc'Wenangdan hak

secrang pegawai negeri s\pil dalam suaru satuan
organisasi yang dalarn pelaksanaan tugasnya yang
didasarkan pada keahlian danratau keterampilan untuk

mencapai tujuan organisasi,
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J. melaksanakan koordinasi dengan Unit Layanan
•

Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara
•Elektronik (lPSE) Kabupaten Grobogan dalam rangka..

l. merencanakan, memproses, dan rnelaporkan

pengadaan barang dan jasa unruk keperluan Dinas

serta .mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak
berwujud, dan barang persediaan seSUID dengan
peraruran perundang-undangan;

h. memfasilitasl penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei
kepuasan masyarakat, standar pelayanan, serta
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

g. melnk.sanakan Iayanan kegiatan admlntstrast urnurn,
aurar-uienyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat,

sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah
tangga, protokol, perjalanan dina'S, kearsipan, hukum
dan ketatalaksanaan

petunjuk pelaksariaan, dan naskah dinas yang
berkaitan dengan administrasi umum dan
kepegawaian guna rnendukung kelancaran
peJaksanaan kegiatan;

•

f. menyiapkan bahan pcnyusunan petuujuk teknis,.. •

e. mempetajari dan mengkali peraturan perundang

undangan dan regulasi sektoral terkait \amnya sebagai
bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

d. me\aksatlakan \;.o()rQ.\nas\ m'tttna.\ tna,u"Q'Iln e\l.s'terna\

b2i\l. ~a \an,&sutl'& maI:l"Qun \.i.1la\I. \an~$Un\un~
meno.a"?at.'\l.an\ruonnas~,masuKan, sena o.a\am tanv.\l.a
sinkrcnisasi dan harmonisasi pelaksanaan keglatan;

c. mem'oag. t\l~as .....ev·d.da "tla'\Jilahan $<:sua\ Un~"Q

tugMuya serta memOenkan arahan o.an \)ttunluk 'oaik

secara \lsan mau"Q'Iln t.ertulis ~ men\n\!,ka\ka.n

ke\ancaIaI\ ~~anaan tU\l.as·,
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standar operasional prosedur pemcliharnan berka.a
annada pengangkutan sampah;

berdasarkanr. meluksanakan pemeliharaan rurin

q. menyusun standar kebutuhan armada pengangkutan

sampah;

p. melaksanakan analisa beban pembiayaan
pemeliharaan armada pengangkutan sampah;

o. mengoordina sikan kegiatan pengamanan kantor,

kebersihan dan pertamanan karnor agar tercipta

liugkungan kantor yang tertib, bereih, aman dan

nyaman:

n. melaksanakan urusan rumah tanggaserta rnenyiapkan
sarana, akomodasi, do.n protokoler daJam kegiatan

rapat-rapat, maupun perierunaan kunjungan tamu

Dinas;

m. menyiapkan baharf dan memproses usulan kenaikan
pangkat, mutasi, gaii berkala, pemberhentianrpensiun •
pembuatan kartu suami/isteri. tabungan asuransi

pensiun [raspen}, pengirim an pcserta kcaehatnn dan

pelatihan (diklat)Ibimbingan tekrus [blrntek], dau
urusan kepegawaian lainnya;

•

pegawai Dinas guna terdpuonya tertib administrasi

kcpegawaian; •

kepegawaian
secara rutin
fIlel dokurnen

kepegawaian
memelihara

laporan
berkaladan

bidang
serta

seluruh

menyiapkan baban dan menyusun1.

peogendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak

tetap agar dapat digunakan optimal;

pengawasan,serta melakukanadministrasi

k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib

proses pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai
dengan peraruran perundang-undangan;

-0-
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11) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hiciup dipirnpiu oleh

Kepala Seksi yang berkedudukan di bawab dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata
Lingkungan.

12)Kepala Seksi Pcmcliharaan Lbgkungan Hidup
sebagai~ana ciimaksud pada ayat (1) rnernpunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tala
lligkungan daJam penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pernbinaan,
pengawasan. pengendalian, ppneelolaan. fasilit&si• .,valuasi
dan pelaporan kegiatan dl bida:ng pemeliharaan

Iingkungan hidup.

Pasal12

3. Ketenruan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

x. menyampaikan saran dan penimbangan kepaoa
l'ITIISQn baik lisan maupun tertulis berdnenrkan kajian
agar pelaksanaar, kcgiatan berjalan lancru dan optimal

serta untuk menghindari penyimpangan; dan

•

w. membuat laporan pelClksanaEl;lkcgiatan kepada arasan

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian
kinerja pe.laksanaan tugas bawahan secara berka.a
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

OperasionaJ Prosedur (SOP)yang disusun oleh masing
masing subbagian. seksi dan UP1'D;

Standarmendokumentasidanu. menghimpun

t, menyiapkan bahan dan menyusun knnsep Stl'lnnar

OperasionalProsedur lSOP~di Sub Bagion Umum;

G. =e\ak1lanakan "jX:To&kanrintl,au, p'-T'oai.~ansedan~
dan perbaikan berat armada pengangiruI. sampah;

,
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k, menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya mitigasi
dan, adaptasi perubahan iklim;

J. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencadangan.
sumber dayaalam;

I. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemanfaatan

secara lestari surnber daya warn;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawetan
sumber daya alam;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlinclungan
surnber daya alam:

f. mcnyiapkan baheri perurmrsan kcbijakan teknls eli

bidang pemeliharaan iingkungaa hidup;

.
undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagas
bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan 'informaai, .masukan, serta dalarn ranzka
sinkronisasi dan harrnonisasi pelaksanaan kegiatan;

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-

>

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup
tugasnya serta memberikan araban dan petunjuk baik

•
secara lisan rnaupun tertulis guna meningkatkan

~
kelancaran pelaksanaan tugas;

b. rnenjabarkan perintah atasan melalui pengkaiian
pennasalahan dan peraturan perundang-undangan;

a. menyusun rencans dan program kegiaran Seksi

Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdacarkan haail

evaJuasi kegiatan rabun sebelurnnya dan peraruran
perundang-undangan; .

(3) Kcpala Sckei Pcmcliharaan Lingkungan Hidup dalam

rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat {2J.mempunyai uraian tugas jabatan :
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x. melaksanakan monitoring, evahrasi dan penilaian

kinerj"a.pelakeanean tugas bawahan secara berkala

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

y. membuat laporan pelaksanaan kegiatan. kepada atasan
sebagai hahan evaluaai dan pengambilan kebijakan

berikutnya;

w. mcnyiapkan bahan dan iuenyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) dl bidang pemeliharaan
lingkungan hidup;

pengembangan danv, melaksar:akan perencanaan
pengawasan pemakaman;

u. memfasilitasi kemitraan dengan pihak SW8Sta dalam

pengelolaan tamar: kota;

t. rnelaksanakan kebun pembibitan tanaman dan bunga;

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan

rian pemeliharaan tanan perkota.an;

r. menyiapkan bahan dan mclaksanakan perubangunau

dan peureliharaan Taman Kota Purwodadi, Taman

Batas Kota Purwodadi dan Tanan Balas Kabupau.:n,

•

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelesaian
konflik dalam pemanfaatan keiDckaragaman hayati;

q. melaksanakan pengsmbangan sistem informasi dan

pengelolaan database keanekaragarnan hayati;

pelaksanaan konservasi keanekaragaman bayati;
pengawasanpeman tauan dano. melaksanakan

n. menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis dan
melaksanakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan,
dan pengenda1ian kerusakan keanekaragaman bayati;

konservasi keanekaragaman hayari;

dan menyusun perencanaanm. menyiapkan bahan

L melaksanakan inventarisasi Gas Run:ah Kaca (GR&)

dan penyusunan prolil emisi Gas Rumab Kaca (GRK);
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c. mcmbagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup

tugasnya serta memberikan araban dan petunjuk bail<
secara lisan maupuo tertulis guna meningkatkan

kelancaran pelaksanaao tugas;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

a. IDeO}USUO rencana dan program kegiatar. Seksi
Penanganan Sampah berdasarkan hasil evaluasi
kegiaran tabun sebelurnnya dan peraruran perundang
undangan;

(2) Kepala Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mernpunyai tugas poko.k melaksanakan
sebagian rugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan
Limbah Bahan Berbahaya Beracun dalam penviapan

bahan perumusan kebijakan teknis, pdAk~,:lt-'AA"',

peogoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,

pcngclolaan, Iaailitasi, cvaluasi dan pelaIJUHUI kegiatan di

bidang penaoganan sampah,

(3) Kepala Seksi .i>enanganan Sampah dalam melaksanakan
tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (2),

mempunyai uraian tugas jabatan :

•

•kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya BeracUn.

(1) Sekai Penanganan Sampah dipirnpin oleh Kepala Seksi

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

Pasal 15

4. Ketenruan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

aa. melalcsanakan tugas kedinasan lain seeual dengo.n

pcrintah atasan.

z. meoyampaikan saran dan pertimbangae kepada

atasan baik lisan maupun tel tulis berdasarkan kajian

agar pelaksanaan kegiatan berjaJan lancar dan optimal
serta untuk menghindari penyimpangan; dan
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L. melaksanakan perericanaan, pemantauan dan evaluo.si

daya dukung infrestruktur (fasiliUl.sdasar, fasilitas
pelmdungan tingkungan, Iasilitas operasional dan
fasilitas penunjang) Tempat Pengumpulan Sampah
(TPS), Tempat Pengumpulan Sampah 3 (tiga) Reduce.
Reuse dan Recycle (I'PS3R). Tempar Pengurnpulan
Sampah Terpadu (TPS11dan Tempar P"mmseo.",r Akhrr
jTPA)sampah;

Ternpar Pengumpulan Sampah 3 (tiga) Reduce, Reuse
dan Recycle (fPS3R), ke Tempat Peuirosesan Akhir
(TPA) sampah danj atau Tempat Pengumpulan Sampan

Terpadu (TPST);

Tempa:
dan/atau

sarnpah residu dari
Sampah Terpadu (TAAT)

danpemilaban, pengumpulank. :nelaksanakan
pengangkutan
Pengumpulan

i. melaksanakan pemungutan retribuei atas jaaa layanan

pengelolaa» sampah;

j. menyiapkan bahan penetapan Iokasi tempat Tempat
Pengumpulan Sampab (TPS), Tempat Pengumpuian
Sampah Terpadu (TPST)dan Tempat Pemrosesan A.khir

(TP.t..)sampah;

•

h. menyiapkan bahan.. dan menyediakan sarana
prasarana penanganan sampah;

g. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengurnpulan,

pengangkutan dan pemrosesan akhir sarnpah;
•

f. menyiapkan bahan kcbijakan tekrris di bidang
penanganan sampan:

e. mempelaJari can mengkaji peraturan perundang
undangan dan regulasi sektoral terkalt lainnya sebagai

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

d. melaksanakan koordmast internal maupun eksternal
balk secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta calam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;

-11-
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swasta;
w. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekrris dan

melaksanakrul pembinaan dan pengawasan kinerja

pengelolaan sampah yang dilakl!anakan oleh pihak lain
(badan usaha); .

u. menyiapkan baban dan menyusun kebijakan [lP.nzinan
pengoiahan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampnh yang disclenggarakan oleh

swastaj

v. melaksanakan pemrosesan/rekomendasi perizinan

pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh

daJambadan usaha pengelola sarnpah

menyelenggarakan pengelolaan sarnpah;
t. rnelaksanakan pengembangan investasi dalam usaha

pengelolaan sarnpah;

q. menyiapkan bahan penyusunan dan meJaksanakan
sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

T. menyiapkan bahan pemberiao kompensasi dampak
negatif kegiatan pernrosesan akhir sampah:

s. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasarna

dengan kltbl1paten{kot3. lam dan kernitr-aori dengan

•

•

pemrosesan akhir dengan sistem pembua.ngan open•
dumping;

pernrosesan akhir dengan SIStern pembuangan

ControUed Landfill;
p. melaksanakan pengawasan terhadap rernpar

ternpat

m, melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi
daya dukung sarana pemilahan , pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir
sampah dl Daerah;

n. melaksanakan perneliharaan infrastruktur dan sarana
pemilahan, pengumpulan, pengangkute.n, pcngolahan

dan pernroscsan akhi; sarnpah ill Daerah;

o. melaksanakan pengawasan tc-hadap

,
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penyedoran danJ atau pengolarran lumpur tinjo.;

cc. melaksanakan kegiatan promosi pemeLharaan,

perbaikan, penyempurnaan, dan penyediaan fasilitas

pengolahan lumpur tinia:

dd. menyio.pkan bahan dan rneoyuauu konsep Slandar

Operasional Prosedur (SOP] di bidang peoanganan

sampah;

ee. melaksanakan monitoring, evaluasi, do.n penilaian

kine I)a, pelaksanaan, tugas bawahan secara berkala

sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

fT. rnernbuat laporan pelaksanaan Jcegiatankepada ata=.n

sclJagCiibahan evaluasi dan pengambilan kebijakan

berikutnya;

gg. menyampaikan saran dan pertirnbangan kepada

atasan baik lisan maupun terrulis berdasarkan kajian

agar pelaksaoaan kegiatan berjalan lanear dan optimal

serta untuk menghindari penyimpangan: dan

.hh,melaksanakan tugas kcdinasan lain sesual deugau

perintah atasan,

•

kegiataninformasir>eJayanan

•lumpur dnja;

bb. menyelengrakan

(penimbunanJpemadatan, penutupan

pengolaban lindi dan penanganan gas):

aa melalcsanakan pemasaran dan promcal pcnycdotan

sarnpah

tanah,

akhirpemroscsanz. melaksanakan

x. mclakSI!.nIl.l<a.n pcnyiapan bahan penyusunan

kebijakan leknis pengelolaan ternpat pemrosesan akhir

sarnpah;

y. mclakeanakan pengolahan sarnpah (pernadatan,

pengomposan, daur ulang mated dan mengubah

sampab menjadi s~ber energi);
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Paragraf I
UPTi) Pengelolaan Sampah Kelas .0..

6. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Kedua BAB V diu bah sehingga
berbunyi sebagai berikut;

(3) Bagan Organisasi uno Pengelolaan Sampah Kelas A
sebagaimana dimaksud pada ayat (l). tercanrum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan

PCTatU=n Bupati mi.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Terteut.u .
•

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan

a. Kcpala UPTD;

(2) Susunan Organisasi UP1'D Per:gelolaan Sampah Kelas A.
terdiri dari :

c. UPTO Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat,
meliputi wilayah kerja Kecamatan Gociong,

Kecamatan Karangrayung. Kecamatan Gubug,
Kecamatan Tegowanu, l<ecamatan Kedungjati dan

Kecamatan Tanggungharjo.

•meliputi wilayah kerja Kecamatan Purwodadi,

Kecamatan GrobOgan. Kecamat.an Penawangan,
Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, Kecamatan

Toroh dan Kccamatan. Geyer;
•

•

[L] Dengo.n Perarurari Dupati Ini dlbem.uk UPTD Pengelolaan

Sampah Kelas A, terdiri dan :

a. UPTO Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur,
meliputi wilayah kerja Kecamatan Kradena n,

Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Oabus, Kecamatan

Wirosari, Keccunatan Tawangharjo dan Krcamatan

Ngaringan;

b. UPTO Pengelolaan Sampah Kelas A Wllayah Tengah,

Pasal 25

5. Keterrtuari Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

,
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(4) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah KeJas A dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padS!

ayat (2) dan ayar (3). mempunyai uraian tugasjabatan :

e, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidarig tugasnyo,

d. pemantauan, evaluasi dan petaporan petakeanaan

kegiatan lJPI'D;

c. pembinaan dan bimbingan teknis seeara terpadu di

bidang pengelolaan sarnpah dan lirnbab Bahan

Berbahayo. Beracun serta pengelolaan taman di

wilayah kerjanya;

b. pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang

pengelolaan sampah dan Iimbah Bahan Berbahaya

Beracun eerta pcugelolaan raman dl wilayah kerjanya;

a. penyusunan program kerja UPTD Pengelolnan Sampah

KelasA di wilayah keijanya;

(2) Kepala UPID Pengclolaan Sampah Kelas A sebagairaana

dimaksud pada ayat (ll, rnernpunyai rugas pokok

melaksana.kan kegiatan operasional dan Zatau kegiatan

teknis penunjang Dinas di hid~g pengelolaan snmpah

d:m limbab Bahan Ber~ahaya Deracun serta pengelolaan

taman diwilayah kerjanya.

(3) Kepala UPrD Pengelolaan Sampah Kelcs A dalam

melaksanakan rugal! pokok sc:bagaimana dimaksud pada

ayat (2), mempunyai lungsi :

•

(1)unD Pengclolaan SaLDpahKelas P. dipimpin oleh Kepala

UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal26

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga bcrbunyi sebagal
beriku t :

\
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h, melaksanal<an perenceriean, pemantauan dan evaluasi

daYI1 dukung sarana pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan dan pengolahan sampah di wilayah

kerjaUPTD;

g. .melaks..makan perencanaan, pemantauan dan evaluasi

daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas

perlindungan lingkungan, fasiIitas .operasional dan

fasilitas penunjang) Tempat Pengumpulan Srunpah

(TPS), Tcmpat Pcngumpulan Sampah 3 Reduce, Reuse

dan R~cle (fPS3R) dan Tempat Pengumpulan

Sampah Terpadu (TPSTIpada wilayah kerja UPTD;

[. melaksanakan pemilahan, pengumpulan, dan

pengangkutan aampahjrcsidu dati sumber sampah ke

Tempat Pengumpulan Sampah (1'PS)dan/atau Tempat

Pengumpulan Sampah 3 (tigaJ Reduce. Reuse dan

Recycle (l'PS,3R)Daerah pada wilayah kerja UPTD;

d. melaksenakan koordinaai Inreraal waupun eksternal

lJaik secara Jangsung lPaupun tidak Jangsung untuk

mendapatkan infonnas:, masukan, serta dalam rangka

sinkronisasi dan harrnonisasi pelaksanaan kegiaran;

e. mempelajari dan mengkaji peraruran peruncang

undangan dan regulasi sektoral terkait Jainnya sebagai

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan.

•

c. membagi tugas kepada bnwahan seauai lingkup

tugasnya serta n:emberikan arahan dan petunjuk baik

secara lisan maupun tertulis guna rneningkatkan

kelancaran pelaksanaan togas;

b. menjabarkan perintah atasan rne.alui pengkajiao

permasalahan dan peraturan perundang-undangan:

dan peraruran perundang-undnnganj

a. mCnYUSUH rencana dan program kegiatan UPJ'D

Pengelolaan Sampah Kelas A pada wilayah kerja UPl'D

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya

,
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Penataan kemba.li perscnel, anggararr, saran a dan prasaraua

serta serah terirna dokumen sebagai akibat penghapusan

UITD berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling

lama tanggall Januari 2019.

8. Pasa) 28 dihapus,

9. Pasal29 dihapus.

10. Pasal30 dihapus.

11. Pasal 31 dihapus.

12. Di antara Pasal 40 dan PaGID 41 dieisipkan 1 (saw) pasal,

yalmi Pasal40A sehingga berbunyi sebagai bcrikut :

Pasa; 4()A

J. meriyiapkan bahan dan :nelaksanakan pemeliharaan

taman di wilayah kelja U¥1'U kecuali taman kota

Purwodadi, taman batas kota dan taman batas

Kabupaten

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan peuilaian

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

L membuat laporan pelaksanaan ~egiatan kepada ataaan

eebagci bahan cvalua~ dan pengarnbilan kebijakan

berikutnya;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian

agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal

serta untuk rnenghindari penyimpangan; dan

n. melaksanakan rugas kedinasan lain sesual dengan

perintah atasan.

•

1. melakecnckan pcmcliharaan infrastruktur dan sarana

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan

peogolahan sampah di wilayah kerja UPTO;
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BERITA nAERAH KABUPA'l'BN OROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 24

..Diundangkan d; Purwodadi

pada~~~

Ditetapkan diPurwodadi
pada tanggal 07 Mei 2018

pengundangan Peraturan Bupau ini dengan penempatannya

dalam Bcrita Daerah Kabuparen Grobogan.

memenntabkanorang mengctahuinya,setiapAgar

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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